
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  dan  penting.  Perlu 

maksudnya bahwa ilmu pengetahuan yang terkandung dalam pendidikan harus 

dimiliki  oleh  setiap  orang,  sedangkan  penting  maksudnya  bahwa  ilmu 

pengetahuan  itu  besar  manfaatnya.  Pendidikan merupakan suatu yang sangat 

besar dan mendasar, karena menyangkut kualitas suatu bangsa. Pendidikan juga 

berarti  menyiapkan kader-kader  bangsa  siap  pakai  yang  sanggup  meneruskan 

cita–cita bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, 

sehingga setiap orang memerlukan pendidikan yang baik (Shanti, 2009: 2).

Pendidikan  merupakan  proses  pembudayaan.  Bangsa  yang  maju  bisa 

ditilik dari peradabannya. Masyarakat yang berbudaya akademis akan melahirkan 

generasi yang akdemis pula, masyarakat yang beradab akan melahirkan generasi 

yang beradab pula  dan seterusnya.  Oleh karena  pentingnya pendidikan,  maka 

pendidikan merupakan hak mutlak yang wajib diperoleh oleh setiap anak bangsa. 

Jaminan pendidikan  setiap  anak bangsa  Indonesia  tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 bahwa ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dan juga tersurat dalam 

pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa ”setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan. Pendidikan tidak hanya transfer of knowledge (pengetahuan) semata, 

tetapi pendidikan juga harus melaksanakan fungsinya sebagai  transfer of value 

(nilai-nilai) (Qomariyah, 2010: 2).
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Dalam  hal  pendidikan,  pemerintah  telah  menetapkan  program  wajib 

belajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 

Tahun),  dan itu telah dicapai pada tahun 1984 dengan mendapat penghargaan 

Aviciena dari UNESCO.  Kesuksesan wajib belajar 6 Tahun dilanjutkan dengan 

pelaksanaan wajib belajar  9 Tahun atau wajib belajar sekolah lanjutan tingkat 

pertama.  Selain  itu  untuk  meningkatkan  pendidikan  bangsa,  pemerintah 

melaksanakan kebijakannya sesuai dengan amanat undang-undang yaitu dengan 

menaikkan anggaran pendidikan 20 % dari anggaran APBN, tentu alokasi dana 

tersebut  berdampak  positif  pada  pelaksanaan  pendidikan  yang  lebih  baik 

(Mustofa, 2011: 1).

Melalui  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003,  secara  tegas  disebutkan 

bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan  terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1, Ayat 1), selanjutnya Pasal 3, 

menyebutkan  bahwa:  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan 

kemampuan  dan  membentuk  watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya 

potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri, 

dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggung jawab (Kesowo, 

2003: 1).
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Selain  kebijakan-kebijakan  tersebut  di  atas,  berbagai  kebijakan  telah 

dibuat  oleh  pemerintah,  sebut  saja  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005, 

tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor  17 

Tahun  2010  tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, peraturan 

pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999, tentang pendidikan tinggi, 

dan berbagai peraturan menteri pendidikan nasional lainnya yang ditetapkan oleh 

pemerintah  sampai  saat  ini  masih  membuat  masyarakat  kebingungan  antara 

konsep dan hasilnya (Muzadi, 2007: 1).

Berbagai pandangan terkait hasil pendidikan Indonesia, Berdasarkan data 

dalam  Education  for  All  (EFA)  Global  Monitroring  Report 2011 yang 

dikeluarkan  UNESCO  dan  diluncurkan  di  New  York  pada  Senin,  1/3/2011, 

indeks  pembangunan  pendidikan  Indonesia  berada  pada  urutan  69  dari  127 

negara yang disurvei. Tahun lalu dengan ukuran yang sama, peringkat Indonesia 

berada  pada  urutan  65  dan  banyak  yang  menyambut  gembira  karena  media 

menulis ‘Peringkat Pendidikan Indonesia Naik’. Tahun ini kita kembali kecewa 

karena peringkat tersebut tidak bisa dipertahakankan apalagi diperbaiki. Lembaga 

yang selalu memonitor perkembangkan pendidikan di berbagai negara di dunia 

setiap tahun itu  menempatkan kualitas pendidikan Indonesia  masih lebih baik 

dari  pada  Filipina,  Kamboja,  dan  Laos.  Tetapi  apa  artinya  dengan 

membandingkannya dengan tiga negara yang memang selama ini peringkatnya 

tidak pernah berada di atas Indoenesia, kecuali Filipina yang dalam beberapa hal 

lebih baik. Sementara Jepang berada pada urutan pertama sebagai bangsa dengan 

kualitas pendidikan terbaik di dunia (Rahardjo, 2011: 1).
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Rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa 

faktor,  diantaranya  adalah  rendahnya  kualitas  SDM,  minimnya  fasilitas 

pendidikan,  kebijakan  yang  kurang  tepat,  dan  belum  adanya  pemerataan 

pendidikan ke seluruh Indonesia. Di beberapa belahan bumi pertiwi ini, masih 

dijumpai  sekolah-sekolah  tertinggal  dengan  fasilitas  yang  sangat  minim  dan 

tenaga pengajar dengan honor di bawah UMR. Sementara itu, sekolah-sekolah 

dengan titel  SBI  maupun  RSBI  tengah menikmati  fasilitas  yang serba  'high'. 

Mulai dari  biaya sarana dan prasarana hingga bantuan yang sangat  besar dari 

pemerintah (Okirianti, 2011: 1).

Selain permasalahan tersebut  rendahnya mutu pendidikan di  Indonesia  

dipicu   oleh  9  faktor  yaitu:  (1)  Keberhasilan  pendidikan  diukur  dari  ranah 

kognitif.  (2)  Model  evaluasi  yang  digunakan  selama  ini  hanya  mengukur 

kemampuan berfikir  yang konvergen.  (3)  Proses  pendidikan  berubah  menjadi 

proses  pengajaran.  (4)  Kemampuan  menguasai  materi  tidak  disertai  dengan 

pembinaan kegemaran belajar. (5) Gelar menjadi target pendidikan. (6) Materi 

pendidikan dan buku pelajaran ditulis dengan cara dan metode yang monoton. 

(7)  Profesi guru yang terkesan menjadi profesi ilmiah. (8) Upaya pemerataan 

pendidikan  tidak  disertai  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai. 

(9)  Manajemen  pendidikan  yang  menekankan  pada  tanggung  jawab 

penyelenggara pendidikan kepada pemerintah bukan pada stakeholder (Rahman, 

2010: 2).

Terlepas  dari  pemasalahan  pendidikan  seperti  diuraikan  di  atas, 

perkembangan arus  globalisasi  yang transparan telah membawa dampak yang 
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positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, arus 

globalisasi  juga  telah  membawa  dampak  atau  pengaruh  negatif  pada  tatanan 

kehidupan suatu bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang besar, kini dihadapkan 

pada berbagai persoalan pembangunan yang tak kunjung selesai, selain bangsa 

ini juga harus memikul dan membangun secara sungguh-sungguh pada berbagai 

bidang yakni, bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, bidang perekonomian 

untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara lebih merata dan bidang pendidikan 

dalam membangun sumber daya manusia (Adipawira, 2011: 5).

Pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dengan mutu 

pendidikan.  Berbagai data seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.  Rendahnya mutu pendidikan 

formal  (sekolah)  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  suatu  upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan pembangunan 

dan cita-cita bangsa. Karena pentingnya upaya peningkatan sumber daya manusia 

maka  hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  baik  orang  tua,  pemerintah 

maupun masyarakat.  Adanya upaya-upaya yang telah dilakukan yakni  melalui 

pembaharuan undang-undang sistem pendidikan nasional, perbaikan kurikulum 

dan  evaluasi,  perbaikan  sarana  prasarana  pendidikan  dan  pelatihan  guru  dan 

tenaga kependidikan lainnya (Jam’iyati, 2005: 2).

Lembaga-lembaga  pendidikan  merupakan  organisasi  yang  memerlukan 

kepemimpinan sebagai pendorong ke arah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

tidak ada sekolah yang selama ini tanpa seorang pemimpin.  Hal ini bertolak dari 

suatu  kenyataan  bahwa  seorang  pemimpin  adalah  individu  yang  memiliki 

5



kualitas  kepribadian  yang  lebih  dibandingkan  dengan  kebanyakan  individu.  

Dengan kepemimpinannya itu, kepala sekolah dapat mengisi setiap kekurangan 

yang ada atau dapat mengurangi hambatan yang timbul untuk meraih tujuan yang 

telah menjadi kesepakatan dalam suatu lembaga pendidikan (Sumadi, 2011: 1).

Kepala  sekolah  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  di  dalam 

merencanakan,  mengorganisir,  membina,  melaksanakan  serta  mengendalikan 

sekolah  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  dalamnya.  Selain  itu  kepala 

sekolah memiliki tanggung jawab untuk membantu guru dalam Pengembangan 

profesi mereka, dan sebaliknya. Kepala sekolah atau Pengawas  adalah aset bagi 

seorang  guru.  Mereka  dapat  membantu  guru  mengenali  kelebihan dan 

kekurangan guru dalam hal proses belajar mengajar serta administrasi.  Kepala 

Sekolah  akan  membantu  guru  memperkuat  kelemahan.  Kepala  sekolah 

memainkan  peran  penting  dalam  memotivasi  guru  dan  membantu  guru 

mengembangkan  kompetensi  serta  keterampilan  instruksionalnya  (Muklis, 

2010: 3).

Perhatian  kepala  sekolah  terhadap guru  sangat  beralasan,  karena  Guru 

merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik 

sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-

perubahan  kualitatif.  Setiap  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan  seperti 

pembaruan  kurikulum,  pengembangan  metode-metode  mengajar,  penyediaan 

sarana  dan  prasarana  hanya  akan  berarti  apabila  melibatkan  guru  (Jalal  dan 

Supriadi, 2008: 262).
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Rata-rata mutu Guru Indonesia (survey 2006) dan hasil  Ujian Nasional 

rata-rata Nasional masih rendah; prosentase kelulusan menurun (2010), maraknya 

tindakan  anarkis  remaja,  siswa  dan  mahasiswa  (2008-2010)  serta  masalah-

masalah lainnya. Pendek kata aspek akademis, moralitas (akhlak), mentalitas dan 

keimanan yang merupakan indikator  keberhasilan Pendidikan,  saat  ini  sedang 

dalam kondisi yang memprihatinkan. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan  pendidikan  adalah  Guru/Kepala  Sekolah,  SDM  di  lingkungan 

Pendidikan dan Sistem Pendidikan. Apabila ke tiga unsur tersebut baik, maka 

Guru/Kepala sekolahpun akan mampu mengubah paradigma, visi  dan perilaku 

anak didik dan masyarakat (minimal orangtua siswa) melalui intervensi langsung 

atau anak-anaknya (Khaerudin, 2010: 2).

Dalam  kenyataannya,  mutu  guru  amat  beragam.  Berbagai  penelitian 

mengungkapkan bahwa tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan dalam 

menggunakan metode-metode mengajar yang inovatif masih kurang. Dewasa ini, 

berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan mutu guru yang telah berdinas di 

sekolah melalui pendidikan dalam-jabatan (in-house training). Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan  keterampilan mengajar,  penguasaan terhadap materi  ajar, 

serta komitmen dan motivasi guru dalam mengajar (Suharto, 2010: 1).

Berbagai  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya 

meningkatkan  mutu  guru  diantaranya  adalah: Pertama,  program  penyeteraan 

untuk  meningkatkan  kualifikasi  guru.  Kedua,  untuk  peningkatan  kemampuan 

guru yang sifatnya khusus,  dilakukan penataran-penataran.  Ketiga,  pembinaan 

dan  pengembangan  kemampuan  profesional  guru  melalui  wadah  PKG 
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(Pemantapan  Kerja  Guru),  MGMP/BS  (Musyawarah  Guru  Mata 

Pelajaran/Bidang Studi),  KKG/PKG (Kelompok Kerja Guru/Pemantapan Kerja 

Guru), dan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yang di beberapa daerah 

dikombinasikan dengan sistem gugus (Margareta, 2011: 2).

SMK  Muhammadiyah  6  Gemolong  merupakan  sebuah  sekolah  yang 

mengedepankan kualitas mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam usahanya 

untuk  meningkatkan  kualitas  mutu  terjamin.  Oleh  karenanya  kepemimpinan 

kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong sangat diperlukan sekali 

dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  selain  itu  guna 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  proses  pelaksanaan,  pengorganisasian, 

pengarahan,  pengoordinasian,  pembiayaan,  pengendalian,  penilaian  serta 

pendayagunaan seluruh sumber daya sekolah khususnya SMK Muhammadiyah 6 

Gemolong.

Penerapan  kepemimpinan  kepala  sekolah  di  SMK  Muhammadiyah  6 

Gemolong  belum  begitu  maksimal,  hal  ini  terlihat  secara  intern  belum 

menunjukkan komunikasi yang lancar antara sesama guru. Selain itu, koordinasi 

antara  kepala  sekolah  dengan  guru  dari  sisi  pengorganisasian  belum  terlihat 

komunikasi dua arah. Sementara proses peningkatan mutu bagu guru pun masih 

terbatas pada penemuan guru untuk mengembangkan potensinya sendiri belum 

merupakan program sekolah yang maksimal. Ini menunjukkan bahwa intensitas 

kepala sekolah terhadap proses peningkatan mutu guru belum maksimal. Selain 

itu,  berbagai  faktor  pendukung  seperti  biaya  dan  sarana  prasarana  belum 
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menunjang ke arah pengembangan pembelajran siswa yang efektif. Di sini dapat 

kita  lihat  dalam  peranannya  sebagai  guru  masih  terbatas  pada  proses 

pembelajaran di kelas, padahal masih banyak agenda yang harus dipelajari dan 

yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu guru sesuai apa yang 

diinginkan dan dicita-citakan selama ini oleh SMK Muhammadiyah 6 Gemolong.

Dengan demikian,  kepemimpinan kepala  sekolah merupakan salah satu 

faktor  yang  dapat  mewujudkan  sasaran  mutu  guru  sesuai  dengan  mutu  yang 

diinginkan dan dicita-citakan selama ini. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut 

memiliki  kemampuan  kinerja  dan  kepemimpinan  yang  tangguh  agar  mampu 

mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu guru tersebut.

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar  belakang masalah tersebut  maka fokus  penelitian ini 

adalah  Bagaimana  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam meningkatkan   mutu 

guru  matematika di  SMK Muhammadiyah 6 Gemolong? Dari  fokus tersebut 

selanjutnya dibagi dalam 2 (dua) subfokus.

1. Bagaimana kepemimpinan kepala  sekolah dalam meningkatkan mutu guru 

matematika di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong?

2. Bagaimana peningkatan mutu guru matematika di SMK Muhammadiyah 6 

Gemolong dalam melaksanakan proses pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka 

tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk  mengetahui  bagaimana  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam 

meningkatkan mutu guru matematika di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong.

2. Untuk  mengetahui  peningkatan  mutu  guru  matematika  di  SMK 

Muhammadiyah 6 Gemolong dalam melaksanakan proses pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis,  hasil penelitian ini  dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan  tindak  lanjut  dalam  mengembangkan  proses  kinerja  dan  peningkatan 

mutu guru tersebut.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada 

kepala  sekolah  untuk  melakukan  pembenahan  terhadap  kekurangan-

kekurangan dalam me-manage bawahannya, sehingga dengan itu ada langkah 

konkret  dalam  upaya  menciptakan  suasana  baru  yang  mendukung 

peningkatan mutu guru di sekolah tersebut.

3. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

tenaga  kependidikan  dan  kepala  sekolah/wakil  kepala  sekolah  di  SMK 

Muhammadiyah 6 Gemolong dalam me-manage dan meningkatkan kualitas 

serta kuantitas mutu lembaga pendidikan SMK, utamanya masukan bagi para 

guru  sebagai  pelaku  utama  dalam kegiatan  pendidikan  dan  pengajaran  di 

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong.

E. Daftar Istilah

1. Kepemimpinan  kepala  sekolah  adalah  satu  potensi  atau  kekuatan  yang 

dimiliki  oleh  kepala  sekolah  yangmampu  memberdayakan  segala  daya 
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sumber  masyarakat  dan  lingkungan  yang  dijiwai  oleh  sila-sila  Pancasila 

mencapai tujuan nasional dalam situasi tertentu.

2. Mutu guru adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh tentang orang yang 

memberikan  ilmu  pengetahuan kepada  anak didik  secara  internal  maupun 

eksternal  yang  menunjukkan  kemampuannya  memuaskan  kebutuhan  yang 

diharapkan atau yang tersirat.

3. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan atau usaha sadar dari guru untuk 

membuat  siswa belajar,  yaitu  terjadinya  perubahan tingkah laku  pada  diri 

siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan 

baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya usaha.

4. Kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang  kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
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